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a.

PEMBINA PENGELOLA PERBENDAHARAAN
(TREASURY MANAGEMENTREPRESENTATIVE)

(Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan R.I
Nomor PER-38/PB/2016, Tanggal 7 Oktober 2016)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

' Menimbang :

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tu-
gas dan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis
pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perben-
daharaan, perlu dibentuk Pembina Pengelola Per-
bendaharaan (Treasury Management Representa-
tive);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang
Pembina Pengelola Perbendaharaan {Treasury
Management Representative),

Mengingat :

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK.
01/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ke-
menterian Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.
01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja In-
stansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaha-
raan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHA-
RAAN TENTANG PEMBINA PENGELOLA PERBENDA.-
HARAAN (TREASURY MANAGEMENTREPRESENTA-

| TIVE).

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang

Busmess \‘r—u.- ‘3; ?* ‘«?

dimaksud dengan:

1.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaha-
raan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Per-
bendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat |
Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal |
Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi ver-
tikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Wilayah.

Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury
Management Representative) yang selanjutnya
disebut TMR adalah pelaksana pada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dan KPPN yang memiliki éertifi-
kat pendidikan dan pelatihan TMR.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker
adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/
Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah
yang melaksanakan kegiatan Kementerian Nega-
ra/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tang-
gung jawab penggunaan anggaran.
Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
TMR kepada Satker untuk memperbaiki dan me-
ningkatkan kualitas dan output Satker dalam pen-
gelolaan keuanganya.

Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dilakukan
dengan cara simulasi/praktik langsung pelaksa-
naan tugas kebendaharaan pada Satker dengan
melibatkan pelaksana/petugas pada Satker yang
menangani atau dipersiapkan untuk menangani
tugas-tugas tersebut.

BAB Il ¢
RUANG LINGKUP
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Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur men-

genai:

1. Tugas dan Kedudukan TMR.

2. Pendidikan dan Pelatihan.

3. Ujian Pendidikan dan Pelatihan.

4. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Pelaporan.
5 Mor\itoring dan Evaluasi

BAB i
TUGAS DAN KEDUDUKAN PEMBINA
PENGELOLA PERBENDAHARAAN
(TREASURY MANAGEMENTREPRESENTATIVE)
+ Bagian Kesatu
Tugas
Pembina Pengelola Perbendaharaan
(Treasury Management Representative)
‘ Pasal 3
(1) Tugas TMR adalah mendukung pelaksanaan
fungsi pembinaan dan bimbingan teknis instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(2) Tugas TMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan mencakup

seluruh layanan perbendaharaan kepada Satker |

meliputi:

a. pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan
anggaran;

b. pembinaan dan bimbingan teknis penatausa-
haan anggaran;

c. pembinaan dan bimbingan teknis sistem akun- |

tansi;

d. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan |

keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
e. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
f. pembinaan dan bimbingan teknis layanan per-
bendaharaan lainnya sesuai dengan ketentu-
an.

(3) Tugas TMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada KPPN mencakup seluruh layanan perbenda-

haraan kepada Satker meliputi:

a. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan ;

perbendaharaan; dan

b. pembinaan dan bimbingan teknis layanan per-

bendaharaan lainnya sesuai dengan ketentu-
an.
(4) TMR melaksanakan tugas kepada Satker di
wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan/
atau KPPN masing-masing.

Bagian Kedua
Kedudukan Pembina Pengelola Perbendaharaan
(Treasury Management Representative)
Pasal 4
TMR pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan be-
rada di bawah bidang yang melaksanakan fungsi pem-
binaan dan bimbingan teknis kepada Satker,

Pasal
TMR pada KPPN berada di bawah seksi yang
melakéanakan fungsi pembinaan dan bimbingan tek-
nis kepada Satker.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 6
(1) Pendidikan dan pelatihan TMR diselenggarakan
oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan setelah
berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jen-
deral Perbendaharaan.

. (2) Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan

TMR, setiap pelaksana harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:

a. memiliki pangkat dan golongan/ruang paling
rendah Pengatur Muda Tingkat | (II/b);

b. memiliki pendidikan/ijazah paling rendah SMA
atau yang sederajat;

c. usia pada saat mendaftar pendidikan dan |

pelatihan tidak lebih dari 55 tahun;

d. diusulkan melalui Kepala Kanwil Ditjen Per- |

bendaharaan masing-masing.

Bagian Kedua
Standar Kompetensi
Pasal 7

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan |
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pelatihan TMR, Direktorat Sistem Perbendaha-

raan menyusun standar kompetensi TMR setelah |
berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jen- '

deral Perbendaharaan.

Standar Kompetensi TMR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputu-

san Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Ketiga
Kurikulum dan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan 3
dan pelatihan TMR, Direktorat Sistem Perbendaha- |

raan:

1.

)

(2)

Menyusun kurikulum pendidikan dan pelati-{

han TMR berdasarkan standar kompetensi TMR
setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Direk-
torat Jenderal Perbendaharaan.

Menyusun modul berdasarkan kurikulum pendi-
dikan dan pelatihan TMR setelah berkoordinasi
dengan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

BAB V
UUIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Bagian Kesatu
Ujian -
Pasal 9

Setiap pelaksana yang mengikuti pendidikan dan |

pelatihan TMR harus mengikuti ujian pendidikan
dan pelatihan TMR.

Ujian pendidikan dan pelatihan TMR diseleng-
garakan pada akhir penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan TMR. .

Bagian Kedua
Metode dan Kriteria Kelulusan
Pasal 10
Metode ujian dan kriteria kelulusan pendidikan

dan pelatihan TMR ditetapkan oleh Direktorat Sistem
. Perbendaharaan setelah berkoordinasi dengan Sekre-

¢ tariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Ketiga
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan

(1)

(2)

(1)

(2)

(m

(2)

Pasal 11
Setiap pelaksana yang dinyatakan lulus ujian |
pendidikan dan pelatihan TMR diberikan sertifikat !
pendidikan dan pelatihan’ TMR. f
Sertifikat pendidikan dan pelatihan TMR diterbit- f
kan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. :

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN
TUGAS DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Metode Pelaksanaan Tugas
Pasal 12
Metode pelaksanaan tugas adalah cara/sarana |
yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan
pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka |
peningkatan kualitas dan output Satker dalam
pengelolaan keuangannya.
Metode pelaksanaan tugas TMR sebagaimana di- |
maksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pembinaan dan bimbingan teknis yang dilak-
sanakan pada meja layanan, dan
b. pembinaan dan bimbingan teknis yang dilak- !
s’anakan di Iuar'meja layanan (over the coun- |
ter).

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan Tugas
Pasal 13
Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan tek-
nis yang dilaksanakan pada meja layanan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hur- |
uf a merupakan pembinaan dan bimbingan teknis :
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fung- |
si Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.
Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis :
yang dilaksanakan di luar meja layanan (over the
counter) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat (2) huruf b dapat diselenggarakan berdasar-
kan inisiatif dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 5
KPPN, dan/atau Satker.

Bagian Ketiga
Tata Tertib
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(1)

- (2)

L (1)

- (2)

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan tugas, TMR harus me-

matuhi tata tertib sebagai berikut:

a. setiap pelaksanaan tugas pembinaan dan
bimbingan teknis yang dilaksanakan di luar
meja layanan (over the counter) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, ha-

rus berdasarkan surat tugas yang ditetapkan :
oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan !

atau Kepala KPPN sesuai dengan kewenan-
gannya;

b. setiap TMR tidak diperkenankan menyuéun
dokumen terkait pelaksanaan tugas kebenda-
haraan Satker;

c. setiap TMR tidak diperkenankan meminta
fasilitas dalam bentuk apapun dari Satker;

d. setiap TMR dilarang menerima gratifikasi se-
bagaimana diatur dalam peraturan perundan-
gan-undangan yang mengatur mengenai grati-
fikasi;

e. setiap TMR harus selalu menjaga nama baik
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan ber-
pegang teguh kepada kode etik pegawai Di-
rektorat Jenderal Perbendaharaan;

f. setiap TMR harus selalu meningkatkan ke-
mampuan dan keahlian yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan tugas; dan

g. setiap TMR harus menyusun pelaporan pelak-
sanaan tugas dan menyampaikan pelaporan
tersebut secara berjenjang sesuai ketentuan.

TMR yang melanggar tata tertib sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai

keteptuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang kode etik pegawai Direktorat

Jenderal Perbendaharaan dan/atau disiplin Pega-

wai Negeri Sipil.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaporan pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Pasal 15
Setiap TMR pada KPPN dalam melaksanakan
tugasnya diwajibkan menyusun laporan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4)

(5)

ditetapkan dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh TMR kepada Kepala KPPN me-
lalui seksi yang melaksanakan fungsi pembinaan
dan bimbingan teknis secara bulanan paling lam-
bat tanggal 10 bulan berikutnya.

KPPN menyampaikan rekapitulasi laporan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3) secara bulanan
kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan c.q. Kepala
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dalam Lampiran Il yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Di-
rektur Jenderal ini.

Bagian Kelima
Mekanisme Pelaporan pada

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

(1)

(2)

(3)

(4)

- (5)

Pasal 16
Setiap TMR pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan
dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan meny-
usun laporan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh TMR kepada Kepala Bidang
Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal melalui
kepala bidang yang melaksanakan fungsi pembi-
naan dan bimbingan teknis.
Kepala bidang yang melaksanakan fungsi pembi-
naan dan bimbingan teknis sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) membuat dan menyampaikan
rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) secara bulanan kepada Kanwil Ditjen Per-
bendaharaan c.q. Kepala Bidang Supervisi KPPN
dan Kepatuhan Internal paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya.
Rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dalam Lampiran Il yang meru-
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(6)

{7)

(8)

- (1)

(2)

(3)

(4)

. (5)

PENGUMUMAN/PE

pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Di-
rektur Jenderal ini.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang Su-
pervisi KPPN dan Kepatuhan Internal menyusun
rekapitulasi laporan pembinaan dan bimbingan
teknis yang diterima dari KPPN dan bidang yang
melaksanakan fungsi pembinaan dan bimbingan
teknis pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan ber-
sangkutan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang Super-
visi KPPN dan Kepatuhan Internal menyampaikan
rekapitulasi laporan pembinaan dan bimbingan tek-
nis kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan den-
gan tembusan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
c.q. Bidang Sumber Daya Manusia secara bulanan
paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditetapkan dalam Lampiran Il yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Di-
rektur Jenderal ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara ber-
jenjang oleh Kepala KPPN, Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan, Direktorat Sistem Perbendaha-
raan, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan.
Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka
perumusan kebijakan dan standardisasi kompe-
tensi TMR oleh Direktorat Sistem Perbendaha-
raan setelah berkoordinasi dengan Sekretariat
Ditjen Perbendaharaan.
Kepala KPPN melakukan monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan tugasdan pelaporan TMR dalam
lingkup KPPN masing-masing.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas

dan pelaporan TMR dalam lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan dan KPPN masingl-masing.

Direktorat Sistem Perbendaharaan metakukan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas !
dan pelaporan TMR pada Kanwil Ditjen Perben-

(1)

(2)

daharaan dan KPPN setelah berkoordinasi dengan |
Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB VIiI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18
Sertifikat Penyuluh Perbendaharaan yang dimiliki |
oleh pelaksana pada Kanwil Ditjen Perbendaha-
raan dan KPPN akan diganti (dikonversi) menjadi
sertifikat pendidikan dan pelatihan TMR. _
Tata cara konversi sertifikat Penyuluh Perbenda-
haraan menjadi sertifikat pendidikan dan pelati-
han TMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |
diatur lebih lanjut oleh Direktur Sistem Perbenda- |
haraan. '

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

a.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No-
mor PER-6/PB/2011 tentang Penyuluh Perbenda-
haraan;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No- |

mor PER-29/PB/2016 tentang Pedoman Penyulu-
han Perbendaharaan Lingkup Kantor Wilayah Di- |
rektorat Jenderal Perbendaharaan Kepada Satuan |
Kerja Kementerian Negara/Lembaga; dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan |
Nomor SE-45/PB/2011 tentang Mekanisme Serti-
fikasi Penyuluh Perbendaharaan dicabut dan din-
yatakan tidak berlaku. '

Pasal 20 _
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
ttd.
MARWANTO HARJOWIRYONO

(BN )
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